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ABSTRAK 

Hak asasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, 

dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh negara secara merata bagi setiap 

kalangan tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa maupun golongan 

termasuk penyandang disabilitas. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 

tahun 2019, Kota Yogyakarta mengusung tema pemilu inklusi yang berarti 

mengedepankan hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas. 

Hak tersebut juga didukung oleh background DIY sebagai daerah inklusi dan juga 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur hak politik penyandang 

disabilitas. Sehingga penulis tertarik untuk melihat kesesuaian antara upaya 

pemenuhan hak politik tersebut dari kacamata Hak Asasi Manusia dalam Islam. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemilihan presiden di Kota 

yogyakarta pada tahun 2019 serta meilhat bagiamana kesesuaiannya dengan hak 

asasi manusia dalam konsep islam. Penelitian yang digunakan merupakan jenis 

penelitian lapangan (Field Reserch) yaitu melihat implementasi suatu kebijakan di 

lapangan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber dengan mendapatkan data dari sumber berbeda dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

 

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemilihan presiden di Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan hak asasi manusia dalam konsep islam yang menghendaki adanya 

persaudaraan, kebebasan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tersebut terlaksana 

melalui setiap tahapan pemilu dari mulai pendataan hingga peran penyandang 

disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, hal tersebut masih mengalami 

beberapa kendala seperti aksesibilitas yang kurang merangkul semua kalangan 

disabilitas ataupun pendataan yang belum mencakup seluruh disabilitas. 

 

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Politik, Hak asasi manusia. 
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ABSTRACT 

Political rights are part of human rights that must be maintained, protected and 

guaranteed by the state equally for all groups without distinction of race, religion, 

ethnicity, nation or group including people with disabilities. In the 2019 

presidential and vice-presidential elections, the City of Yogyakarta carried the 

theme of inclusive elections, which means prioritizing the political rights of every 

person with disabilities. This right is also supported by the background of DIY as 

an inclusion area and also Law Number 8 of 2016 which regulates the political 

rights of people with disabilities. So, the authors are interested in seeing the 

compatibility between efforts to fulfill these political rights from the perspective 

of Human Rights in Islam. 

 

This research was conducted to find out how the implementation of Article 13 of 

Law Number 8 of 2016 in the presidential election in the city of Yogyakarta in 

2019. And to see how it is compatible with human rights in the Islamic concept. 

This research is a qualitative research with an empirical juridical approach that is 

looking at the implementation of a policy in the field. In collecting data, this study 

uses source triangulation techniques by obtaining data from different sources by 

means of observation, interviews and documentation. 

 

The results of this study found that the implementation of Article 13 of Law 

Number 8 of 2016 in the presidential election in Yogyakarta City was in 

accordance with human rights in the Islamic concept which requires brotherhood, 

freedom and equality. These principles are implemented through every stage of 

the election, from data collection to the role of persons with disabilities in the 

administration of elections. However, this still faces several obstacles, such as 

accessibility that does not include all people with disabilities or data collection 

that does not cover all disabilities. 

 

Keywords: Persons with Disabilities, Political rights, Human rights.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا

Tidak 

dilambangkan 

 

 Bā‟ B Be ة

 Tā‟ T Te ث

 ṡā‟ ṡ Es (dengan titik di atas) د

 Jī J Je ج

 Hâ‟ ḥ ح

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ز

 Za‟ Z Zet ش

 Sīn S Es ض

 Syīn Sy Es dan ye غ

 Sâd ṣ Es (dengan titik di ص
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bawah) 

 Dâd ḍ ض

De (dengan titik di 

bawah) 

 Tâ‟ ṭ ط

Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ‟ ẓ ظ

Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Aīn „ Koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L „el ه

ً Mīm M „em 

ُ Nūn N „en 

ٗ Wāwu W W 

ٓ Ha‟ H Ha 

 Apostrof „ ‘ ء

ٛ Ya‟ Y Ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap 

خََ دةٍَُ عَدِّ  Ditulis Muta‟addidah 

 Ditulis „iddah عِدَّة

 

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila ta‟ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. 

ت ََ  Ditulis ḥikmah حِنْ

 Ditulis Jizyah جِصْيَت

2. Bila ta‟ marbūtah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka di tulis dengan h 

ىِيبَء ْٗ َ تاُلْْ ٍَ  ‟Ditulis  Karāmah al-auliyā مَسَا

3. Bila ta‟ marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis  Zakāt al-fiṭrf شَمَبةاُىْفِطْس

 

D. Vokal Pendek 

-َََ  Fatḥaḥ Ditulis A 

-ََِ  Kasrah Ditulis I 

-ََُ  ḍammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 
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Fatḥaḥ + alif Ditulis Ᾱ 

يِيَّت ِٕ   Ditulis Jāhiliyyah جَب

Fatḥaḥ + ya‟ mati Ditulis Ᾱ 

ْْعَٚ  Ditulis Tansā حَ

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ῑ 

 Ditulis Karīm مَسِيٌْ

ḍammah + wawu mati Ditulis Ū 

ض ْٗ   Ditulis Furūḍ فسُُ

 

F. Vokal Rangkap  

Fatḥaḥ + ya‟ mati Ditulis Ai 

ٌَْ  Ditulis Bainakum بيََْْنُ

Fatḥaḥ + wawu mati Ditulis Au 

هََ ْ٘  Ditulis Qaul قَ

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof („) 

ّْخٌُ َ  Ditulis A‟antum أأَ

ٌَْ ُ َشَنَسْح ِْ  Ditulis La‟in syakartum ىئَِ

 

H. Kata Sandang Alīf + Lām 

1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 
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 Ditulis Al-Qur‟ān أىَْقسُْآُ

 Ditulis Al-Qiyās آىْقِيَبض

2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan 

huruf l (el)-nya. 

بء ََ  Ditulis as-Samā   اىَعَّ

َْط  Ditulis as-Syams اىَشَّ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

ض ْٗ َٙاىْفسُُ ِٗ  Ditulis Zawȋ al-furūḍ شَ

ْٕوَِاىعَُّّْت  Ditulis Ahl as-Sunnah أَ

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam 

trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk 

menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal 

nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

َُُ َاىْقسُْءَا ِٔ ّْصِهََفيِْ ُ َاىَّرَِٙا َُ ضَب ٍَ سَُزَ ْٖ  شَ

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur‟ā. 
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K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur‟an, hadis, mashab 

syariat, lafaz. 

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-hijab. 

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Setiap individu yang hidup di muka bumi dibekali dengan hak yang 

melekat pada dirinya sejak ia lahir sebagai hak kodrati dari tuhannya, hak 

tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.
1
  

 Untuk menjamin perlindungan terhadap hak tersebut, pada tahun 1948 

Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah deklarasi yang 

disebut dengan Universal Declaration Of Human Rights. Lahirnya deklarasi 

tersebut kemudian mendorong Pemerintah di berbagai negara untuk 

mengeluarkan regulasi terkait hak asasi manusia.  

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang 

mana menurut Ferdinand Julius Stahl salah satu ciri dari negara hukum yaitu 

adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu, materi 

mengenai HAM tidak lagi menjadi hal asing dalam beberapa peraturan negara 

jaminan terhadap hak asasi warga negaranya, salah satunya adalah hak politik

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) 



2 
 

 

 

atau political right yang disebutkan dalam pasal 28D ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2
 Selain itu, untuk menjamin 

hak asasi politik warga negaranya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 

International Convenant On Civil and Political Right (ICCPR) pada tahun 

2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

International Convenant On Civil and Political Right (Konvenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dalam beberapa peraturan 

tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi 

politiknya masing-masing tanpa membedakan ras, agama, golongan atau 

kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas.  

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai kelainan 

fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.
3
 Seperti yang 

diketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan atau 

kelompok yang sering mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, 

sehingga sebagai bentuk perhatian dunia terhadap penyandang disabilitas, 

PBB mengeluarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CPRD) yang 

kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With 

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Selain 

itu, dalam upaya memberikan perlindungan hak serta terpenuhinya asas 

demokrasi, Indonesia telah memberlakukan berbagai regulasi untuk menjamin 

                                                             
2 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 
3 Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 

Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 253. 
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aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dimulai dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian 

Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas  

(Convenant The Rights Of Person With Disabilities) melalui Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4
 Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 13 

disebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi: (1) memilih 

dan dipilih dalam jabatan publik; (2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis 

maupun lisan; (3) memilih partai politik dan/atau individu yang menajadi 

peserta dalam pemilihan umum; (4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau 

pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (5) membentuk dan 

bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili 

Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (6) 

berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap 

dan/atau bagian penyelenggaraannya; (7) memperoleh aksesibilitas pada 

sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, 

bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (8) 

memperoleh pendidikan politik. 

Dalam teori keislaman, penyandang disabilitas dikenal dengan istilah 

dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a‟dzâr yaitu orang-orang 

yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus dan mempunyai udzur. 

                                                             
4 Denda Devi Sarah Mandini, “Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas,” Jurnal Cakra Prabu, Vol. 4 Nomor 2 (2020), hal. 9 
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Beberapa nilai-nilai universalitas islam menunjukan keberpihakannya 

terhadap penyandang disabilitas dan melindungi mereka dari sikap 

diskriminatif seperti al-musawa (Q. S. Al-Hujurat: 13), al-adalah (Q. S. An-

Nisa: 135), al-huriyyah (Q. S. At-Taubat: 105).
5
 Sebab pada dasarnya HAM 

dalam perspektif islam memiliki prinsip tentang persamaan, kebebasan dan 

penghormatan terhadap sesama manusia (Harun Nasution, 1987). 

Pada hakikatnya, berbicara tentang HAM, khususnya yang terkait 

dengan hak asasi politik, berarti berbicara mengenai kesetaraan. Dalam 

prinsip kesetaraan sosial, Political equality merupakan instrumen penting 

dalam kehidupan kenegaraan karena merupakan suatu persamaan hak bagi 

warga negara untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan negara.
6
 

Penggunaan istilah political equality lebih dipilih dibandingkan hak politik 

karena penelitian ini tidak hanya melihat pengimplementasian kebijakan 

keapada penyandang disabilitas, namun juga melihat apakah penyandang 

disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada 

umumnya. 

 Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang telah memaksimalkan 

upaya perlindungan hak asasi penyandang disabilitas dengan memberlakukan 

regulasi khusus penyandang disabilitas seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. 

DIY mendeklarasikan diri sebagai daerah Inklusi melalui Peraturan Daerah 

DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak 

                                                             
5 Ahmad Muntaha AM, “Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas”, 

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-

l2Dq5, akses 28 Juli 2022. 
6 Yad Mulyadi, dkk, Sosiologi SMA kelas XI, (Jakarta: Yudhistira, 2016), hal. 34 

https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5
https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5
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Penyandang Disabilitas. Pada Pemilihan presiden tahun 2019, total Pemilih 

keseluruhan di DIY sebanyak 324.903 Pemilih dengan tingkat pastisipasi 

mencapai 84,81% dengan rician Pemilih DPT sebanyak 309.469 orang, 

Pemilih DPTb sebanyak 11.826 orang dan DPK sebanyak 3.608 orang. 

Sedangkan pengguna hak pilih dalam pemilu tersebut berbeda dengan angka 

Pemilih terdata yaitu 275.552 orang. Diantara angka tersebut, 1.697 orang 

merupakan penyandang disabilitas.
7
 Terkait hal tersebut, Komisioner KPU 

Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dalam hal pendataan dirasa masih 

kurang maksimal karena menurut data dinas sosial penyandang disabilitas 

dengan hak pilih berjumlah kurang lebih tiga ribu jiwa.
8
 Tidak hanya dalam 

pendataan, permasalahan lain dalam hal aksesibilitas pemilu seperti TPS 

akses yang kurang mendukung maupun alat pencoblosan yang kurang 

memadai bagi disabilitas netra dan rungu masih dalam tahap yang perlu 

diupayakan, KPU sendiri mengakui bahwa mereka belum memiliki data 

lengkap mengenai TPS mana saja yang telah memenuhi syarat sebagai TPS 

akses. 

Atas permasalahan tersebut tentunya menjadi evaluasi tersendiri bagi 

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu maupun Pemerintah 

Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan yang aksesibel bagi 

penyandang disabilitas agar tercapainya demokrasi yang dicita-citakan. 

Problematika tersebut kemudian menarik perhatian penulis guna melakukan 

                                                             
7 Kota-yogyakarta.kpu.go.id 
8 Wawancara dengan bapak Frenky Argitawan M, S.Pd., M.A., Komisioner KPU Kota 

Yogyakarta, tanggal 17 Februari 2022. 
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penelitian terkait political equality politik bagi penyandang disabilitas dilihat 

dari kacamata Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai implementasi pasal 13 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di 

Kota Yogyakarta. 

Pilihan terhadap perspektif islam dalam penelitian ini karena melihat 

sejarah islam pada jaman nabi, pada saat itu terdapat perjanjian konkrit yang 

disebut sebagai piagam madinah pada tahun 622 Masehi. Menurut sejarah, 

perjanjian tersebut membahas mengenai hak asasi manusia. Selain itu, HAM 

sendiri telah dimuat dalam berbagai sumber hukum islam seperti Al-quran 

dan As-sunah.
9
 Hal tersebut membuktikan bahwa islam sendiri memandang 

penting hak setiap manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q. S. 

Al-hujurat (13):
10

 

بَ َٖ أيَُّ
َٰٓ َّْبضَُٱيََٰ َعِْدَََى ٌْ نُ ٍَ َأمَْسَ َُّ اََ۟ۚإِ َٰ٘ٓ َٰٓئوََِىِخعَبَزَفُ قبَبَ َٗ َشعُُ٘ببًَ ٌْ نُ

جَعيَََْْٰ َٗ َ َٰٚ أُّثَ َٗ َِذمََسٍَ ٍِّ نٌَُ
َّّبَخَيقَََْْٰ َِٱإِ ََلِلََّ َُّ ََۚإِ ٌْ نُ َلِلََََّٱأحَقْىََٰ

ٌٌَخَبِيسٌَ  عَيِي

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis mendapat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Political equality bagi penyandang disabilitas 

menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta ? 

                                                             
9 Samsul Arifin, “HAM dalam Perspektif Islam” https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-

perspektif-islam/, akses 20 November 2021. 
10 Al-Hujurat: 13 

https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-perspektif-islam/
https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-perspektif-islam/
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2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam terhadap 

implementasi Political equality bagi penyandang disabilitas menurut 

ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka  

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui implementasi Political equality bagi penyandang 

disabilitas menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. 

b. Mengetahui pandangan HAM dalam Islam terkait 

pengimplementasian Political equality bagi penyandang disabilitas 

menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi 

untuk kemajuan dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya 

mengenai hak asasi manusia dan pengimplementasiannya bagi semua 

kalangan. 

b. Kegunaan praktis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian 

selanjutnya dan dapat menjadi sumbangasih pemikiran bagi pemrintah 

Kota Yogyakarta dalam menjalankan aturan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian dengan tema yang sama telah banyak ditemukan dalam 

berbagai sumber, untuk itu penulis merasa perlu melakukan tinjauan pada 

penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan. 

Pertama, penelitian oleh Metty Sinta Oppyfia yang berjudul 

Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 

(Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). 

Dalam penelitiannya ia menggunakan perspektif siyasah syar‟iyyah, dan hasil 

dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam pilkada 2017 

telah memenuhi tujuan dari siyasah syar‟iyyah. Pemenuhan tersebut 

diwujudkan melalui penggunaan teknologi braille template untuk pemilih 

difabel netra, TPS akses untuk pemilih disabilitas daksa dan informasi visual 

serta pendamping pemilih untuk difabel rungu. Di samping itu, masih 

terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi yang kurang merangkul semua 

golongan disabilitas, kurangnya informasi terkait paslon hingga adanya 

ketidaksesuaian data calon pemilih disabilitas.
11

 

Kedua, skripsi dengan judul pemenuhan hak politik penyandang 

disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang 

                                                             
11 Metty Sinta Oppyfia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada 

Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016),” Disertasi UIN SUNAN 

KALIJAGA YOGYAKARTA. 
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penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Yogyakarta yang ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia. Hasil dari penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah memenuhi hak 

politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas meskipun pemenuhannya kurang maksimal sehingga 

dibutuhkan adanya perbaikan. Relevansi dengan penelitian ini bahwa terdapat 

kesamaan dalam meneliti hak politik penyandang disabilitas, akan tetapi titik 

fokus penelitian ini adalah apakah upaya KPU dalam memenuhi hak politik 

penyandang disabilitas telah sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sedangkan yang menjadi fokus 

peneliti adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas telah sesuai dengan 

HAM Islam.
12

 

Ketiga, jurnal penelitian dari Maulia Pangestu Putri yang berjudul 

Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat 

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 

2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitiannya ia 

berfokus pada aksesibilitas prosedur, fasilitas dan alat bantu yang diterima 

oleh pemilih penyandang disabilitas. Relevansi kedua penelitian ini adalah 

                                                             
12 Mugi Riski Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. 
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bagaimana hak aksesibilitas penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan 

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
13

 

Keempat, jurnal dari Hilmi Ardani Nasution dan Mawardianto yang 

berjudul Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam 

Kontestasi Penilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal 

tersebut berfokus pada Pemilihan umum di Provinsi DIY yang menjelaskan 

bahwa masih terdapat hambatan teknis dalam proses Pemilihan umum yang 

diakumulasi menjadi tiga bagian yaitu informasi, aksesibilitas, SDM 

penyandang disabilitas itu sendiri dan lingkungan. Selain itu, Hilman dan 

Mawardianto menyebutkan bahwa terdapat satu regulasi yang berpotensi 

menghilangkan hak politik penyandang disabilitas.
14

 

Diantara tinjauan pustaka diatas, tidak terdapat persamaan judul 

secara lngsung. Namun, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu dalam penggunaan objek hukum penyandang 

disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada kebijakan Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam mengimplementasikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan pengambilan perspektif 

islam dalam penelitian ini yaitu perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Political equality  

                                                             
13 Maulia Pangestu Putri, “Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang 

Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 

2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri,” Jurnal PKn Progresif, Vol. 14 No. 2 

(Desember 2019). 
14 Hilman Ardani Nasution dan Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik 

Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” 

Journal HAM, Vol. 10 No. 2 (Desember 2019). 
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 Prinsip demokrasi menurut Pericles seorang negarawan athena 

yang mengembangkan demokrasi salah satunya adalah persamaan hak 

warga negaranya.
15

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Robert Alan dahl 

seorang ahli teori liberalisme Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa 

Political equality merupakan tumpuan suatu negara demokrasi untuk 

menentukan keputusan kolektif.
16

 Kemudian Dahl menyebutkan lima 

kriteria untuk menentukan political equality diantaranya: 

a. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang terbuka, 

b. Pemilihan umum yang bebas dan adil untuk semua orang dalam 

kategori dewasa, 

c. Akses dan hak untuk bebas berbicara, serta hadirnya perlindungan 

untuk melaksanakannya, 

d. Keberadaan dan akses informasi yang bebas dan tersedia untuk 

publik 

e. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi. 

Konsep tersebut di atas merupakan konsep Polyarchy yang 

diciptakan Dahl dan memiliki arti Rule By Many (Pemerintahan oleh 

banyak orang). Dalam konsep Polyarchy, setiap individu memiliki peran 

atau terlibat dalam setiap kebijakan pemerintahan termasuk penyandang 

disabilitas, sebab Dahl menyebutkan bahwa persamaan masyarakat 

mempengaruhi keputusan kolektif suatu negara. 

                                                             
15

 I Putu Windu. M. S, “Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan 

Berkeadilan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No 

2 (Oktober 2019), hal. 66 
16 Robert Alan Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, (USA: Yale University 

Press, 1971), hal. 152. 
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2. Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Dunia internasional mengenal adanya sistem hukum Eropa 

Kontinental dan Anglo Saxon. Negara dengan sistem Eropa Kontinental 

menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum 

utamanya, sedangkan negara dengan system hukum Anglo Saxon sumber 

hukum utamanya adalah putusan hakim. Indonesia sendiri menganut 

sistem Eropa Kontinental karena merupakan negara hukum atau dalam 

dunia internasional dikenal dengan rechtsstaat. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 

negara yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 

ayat (3) UUD NRI. 

Negara dengan konsep rechtsstaat atau negara yang berdasarkan 

hukum adalah negara yang dalam segala pengambilan keputusannya harus 

melibatkan rakyat dan semua tindakan Pemerintah memerlukan bentuk 

hukum tertentu yang berdasarkan undang-undang. Seperti yang dikatakan 

oleh salah satu tokoh bahwa state not governed by men, but by laws.
17

  

Konsep rechtsstaat pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand Julius Stahl, 

dikemukakan olehnya bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur, 

diantaranya: (1) Pengakuan terhadap hak asasi manusia; (2) Pemisahan 

kekuasaan negara; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) 

Adanya peradilan administrasi.
18

 Sedangkan Albert Venn Dicey menyebut 

                                                             
17 Abdul Mukhtar Fajar, Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 

2016), hal. 5. 
18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 

hal. 57. 
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negara hukum sebagai The Rule Of Law, menyebutkan bahwa unsur 

negara hukum, diantaranya: (1) Supremacy of law; (2) Equality before the 

law; (3) Due process of law.
19

 

Berdasarkan unsur-unsur diatas terlihat bahwa kedua konsep 

tersebut menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM, yang berarti 

hak asasi manusia merupakan ciri khas mutlak yang seharusnya ada dalam 

negara hukum. Demi menjamin terlindunginya hak asasi setiap warga 

negara Konstitusi Indonesia memasukkan HAM menjadi salah satu 

muatannya yaitu dalam Pasal 28A-28J. Selain itu, Indonesia memiliki 

Undang-Undang khusus mengenai HAM yakni Undang-Undang 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dibuat sebagai pertanggung 

jawaban moral dan hukum negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Seperti yang diketahui bahwa Majelis Umum PBB telah lebih dulu 

mengesahkan Universal Declaration Of Human Rights (Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948 yang kemudian menjadi 

dokumen rujukan global dalam lahirnya berbagai perjanjian internasional 

terkait HAM, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi 

masing-masing negara, dan undang-undang di berbagai negara yang terkait 

dengan isu hak asasi manusia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 “Hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan 

                                                             
19 Ibid., hlm. 58.  
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merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi 

manusia berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja sehingga 

sifatnya universal dan pada dasarnya hak asasi manusia tidak bisa dicabut. 

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 DUHAM bahwa: 

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 

tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, 

seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik 

atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan dan kemasyarakatan, hak milik, 

kelahiran ataupun kedudukan lain. 

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, 

hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah seseorang 

berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah 

perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang 

lain.”
20

 

Selain hukum positif, Indonesia juga mengenal adanya Hukum 

Adat dan Hukum islam sebagai rujukan dalam bertindak dan berperilaku. 

Secara historis, konsepsi HAM sudah dikenal sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW.  baik yang tercermin dalam piagam madinah (Charter 

Of Medina) maupun dalam khutbah haji wada‟ yang di dalamnya berisi 

tentang hak asasi manusia terutama terhadap hak-hak perempuan, hak 

minoritas, dan masyarakat lemah.
21

 

  Dalam islam sendiri, segala tindakan umat manusia harus 

berdasarkan ajaran-Nya. Namun, disamping kewajibannya terhadap Allah 

mencakup juga kewajibannya terhadap sesama manusia. Terdapat dua 

kategori dalam hal kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia 

                                                             
20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 
21 Makhrur Adam Maulana, Konsepsi HAM dalam Islam Antara Universalitas dan 

Partikularitas, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015),  hlm. 13. 
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yaitu huququllah dan huququl „ibad. Huququllah (hak-hak Allah) adalah 

kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT. yang diwujudkan 

dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan huququl „ibad (hak-hak manusia) 

merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan 

terhadap makhluk Allah lainnya. Kemudian, ada dua macam HAM dilihat 

dari kategori huququl „ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya 

diselenggarakan oleh suatu negara yang kemudian disebut dengan hak 

legal dan yang kedua HAM yang keberadaannya tidak secara langsung 

dilaksanakan oleh suatu negara yang disebut dengan hak moral.
22

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Islam telah 

mengatur HAM jauh sebelum adanya hukum positif. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk 

memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
23

 

Untuk itu, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dengan menggunakan data-data yang ada di lapangan.
24

  

2. Sifat Penelitian 

                                                             
22

Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996), hlm. 54-55. 
23 Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Universitas Pendidikan Indonesia: tnp, 2010), hal. 16. 
24 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Tarsito : Bandung, 1995), hal. 8. 
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Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

sebagai obyek penelitian. Namun, disamping itu juga sifat penelitian ini 

melihat bagaimana jalannya hukum di dalam suatu masyarakat. 

3. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-empiris yakni pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di 

dalam masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya 

yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu meneliti data sekunder 

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

langsung dilapangan.
25

 

4. Sumber data 

a. Data primer  

 Data primer merupakan data yang dapat memberikan informasi 

langsung kepada pengumpul data.
26

  Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi sumber data primer yaitu catatan tertulis dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi terkait objek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:  

1. Frenky Argitawan M, S.Pd., M.A. selaku Komisaris Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta 

                                                             
25 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 

hal. 3. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2013), hal. 225. 
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2. Ahmad Tosirin Anaessaburi, S.H. selaku Komisioner Komite 

Disabilitas DIY 

3. Siti Sa‟adah (Disabilitas Netra) 

4. Taufik Rahmadi Sitorus (Disabilitas Netra) 

5. Sigit Aris Prasetyo (Disabilitas Netra) 

6. Aulia Rosanti (Disabilitas Tuli) 

b. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun 

peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis yang terdapat dalam literatur 

terkait serta beberapa regulasi terkait objek bahasan. 

5. Teknik pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda tetapi dengan menggunakan teknik yang sama
27

, 

diantaranya: 

a. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik dimana peneliti mengamati secara 

langsung objek yang akan diteliti.
28

 Dalam observasi ini penulis 

mengamati secara mendalam terkait objek penelitian yang nantinya 

                                                             
27 Ibid., hal. 241 
28 Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 64. 
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hasil dari observasi ini akan dibuktikan keabsahannya pada saat 

wawancara. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. 

Penelitian ini menggunakan wawancara semi struktur, yang mana 

penulis akan menyiapkan pertanyaan tertulis tapi memungkinkan 

untuk menanyakan pertanyaan secara bebas dan terarah pada pokok 

permasalahan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk 

gambar guna menambah informasi terkait objek penelitian. 

6. Teknik analisis data 

 Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
29

 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis data di lapangan dengan model Miles and Huberman. Analisis 

data dengan model ini mencakup tiga tahapan: Data Reduction, Data 

Display, dan Conclusion Drawing/Verification..
30

 

                                                             
29 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Al-Hadharah, Vol. 17 No. 33, (2018), 

hal 4.  
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2013), hal. 246. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa 

sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, penulis membahas mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu teori Political equality dan 

teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. 

Bab tiga, memuat gambaran umum lokasi penelitian yakni Kota 

Yogyakarta. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai kondisi geografis dan 

demografis Kota Yogyakarta serta tinjauan umum penyandang disabilitas. 

Bab empat, penulis berfokus pada objek bahasan skripsi, yang berisi 

laporan penelitian dan analisis data yang telah diperoleh selama penelitian 

berupa pembahasan political equality bagi penyandang disabilitas dilihat 

kesesuaiannya dengan pasal 13 Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam. 

Bab lima, merupakan bagian penutup yang akan memuat kesimpulan 

penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang 

dapat ditarik dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat sepenuhnya 

mengimplementasikan kebijakan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 

2016. Pemerintah Kota maupun KPU sebagai pelaksana kebijakan dinilai 

masih kurang tegas. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya 

ketentuan Pasal 13 yang belum terlaksana secara penuh, seperti: (1) 

aksesibilitas fisik yang belum merata bagi setiap jenis disabilitas, (2) 

pendataan yang masih belum mencakup seluruh disabilitas, (3) perannya 

dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang masih minim. Namun, hal 

tersebut juga memerlukan peran aktif penyandang disabilitas untuk 

memaksimalkan upaya-upaya yang telah dilakukan. Dengan adanya 

simbiosis tersebut diharapkan mampu meminimalisir berbagai bentuk 

tindakan diskriminasi. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat sekitar 

sangat diperlukan untuk mendorong semangat disabilitas sehingga dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri mereka.  

2. Merujuk pada dasar prinsip HAM dalam Islam yaitu sebagai bentuk 

menjalankan perintah Allah, maka implementasi Pasal 13 UU No. 8 

Tahun 2016 telah sesuai dengan aturan tersebut. Begitupun berdasarkan 

prinsip-prinsip HAM Islam Harun Nasution, diantaranya: (1)  Prinsip 
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solidarity yang diwujudkan melalui pendataan dan terdaftarnya 

penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, (2) Prinsip liberty 

terwujud melalui hak memilih penyandang disabilitas, dan kebebasannya 

untuk mengikuti organisasi apapun tanpa diskriminasi, baik partai politik 

maupun organisasi-organisasi penyandang disabilitas, (3) Prinsip 

equality terwujud melalui aksesibilitas atau materi sosialisasi yang 

disertai juru bahasa isyarat ataupun huruf braille. 

B. SARAN 

Tidak hanya berhenti pada diundangkannya kebijakan, Pemerintah 

Kota Yogyakarta diharapkan mampu untuk mengimplementasikannya 

secara penuh dan merata. Dari mulai sosialisasi menyeluruh bagi semua 

kalangan disabilitas dan lingkungan masyarakat sehingga dapat 

meminimalisir segala bentuk diskriminasi. Bagi masyarakat penyandang 

disabilitas diharapkan dapat bekerja sama demi memaksimalkan upaya 

yang telah dilakukan Pemerintah.  

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini agar dapat 

dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat 

memperkaya bidang keilmuan Hukum Tata Negara.  
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